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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Yang kami hormati : 

Ketua dan Pimpinan  DPRD Kota Semarang 

Walikota Semarang 

Rekan- rekan Anggota DPRD dan hadirin sekalian 

Sejahtera untuk Kita Semua 

 

 Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan 

karunia-Nya, pada kesempatan kali ini Fraksi di DPRD Kota Semarang berkesempatan 

hadir dalam Rapat Paripurna, dengan agenda Pembicaraan Tingkat I atas Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang 

Tahun Anggaran 2018. 

 

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW, manusia pilihan yang telah memberikan kepada kita Teladan yang 

baik. 

 

Sidang Paripurna yang kami hormati, 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

Setelah mencermati dan mempelajari Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Semarang tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran-lampirannya, Fraksi PKS DPRD Kota 

Semarang, memberikan catatan-catatan sebagai berikut : 

 

1. Mengapresiasi terhadap capaian Pendapatan Daerah Tahun 2018 yang mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya, dan berhasil melampaui target yang 

dicanangkan.  

2. Mengapa target retribusi tidak tercapai? Hanya tercapai sebesar 72, 23 % dari 

target yang telah dicanangkan, yaitu sebesar Rp. 149,2M 

3. Mengapa realisasi Pendapatan Pajak Reklame hanya terealisasi sebesar 24,8 M 

dari target 35 Milyar rupiah?  



4. Mengapa Pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan Umum berkurang dari target 

229,7 Milyar, atau hanya tercapai 222,5 Milyar? 

5. Mengapa capaian target retribusi parkir tepi jalan umum hanya 16,2 %, dari 15 

Milyar hanya tercapai 2,4 Milyar? Antisipasi apa jika tidak dapat menggunakan 

parkir berlangganan 

6. Mengapa capaian target retribusi tera ulang hanya 28 % dari 3,5 Milyar atau hanya 

sebesar 1,5 Milyar? 

7. Mengapa capaian target retribusi Penggantian Biaya Cek Peta, hanya 18, 4% dari 

10,1 Milyar atau hanya tercapai 1,8 Milyar? 

8. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dalam Belanja Modal terdapat 

Pengadaan lahan, untuk apa dan bagaimana penjelasan terkait hal ini? 

 

Sidang Paripurna yang kami hormati, 

 

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan 

Daerah tersebut diatas. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya pembahasan Raperda 

ini kepada personil kami di Pansus, semoga hasil Raperda nanti dapat mendukung 

pembanguan di Kota Semarang. Amin. 

 

Wasalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh 

 

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG 

 

SUHARSONO, S.S,. M.Si 

 

IR. H. JOHAN RIFA’I 
KETUA SEKRETARIS 

 


